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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak dimaksudkan 

sebagai transliterasi; sebaliknya, itu dimaksudkan untuk mengalihkan teks Arab 

ke dalam teks Latin. Nama Arab dari bangsa Arab termasuk dalam kategori ini 

jika ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasionalnya atau seperti yang ditulis 

dalam buku referensi. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar 

pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.  

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang 

digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan 

atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa 

Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

Konsonan berikut berisi daftar huruf Arab dan transliterasi ke dalam huruf 

latin: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ṭ ط ‘ أ
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 ẓ ظ B ب

 ‘ ع T ت

 gh غ Th ث

 f ف J ج

 q ق H ح

 k ك Kh خ

 l ل D د

 m م Dh ذ

 n ن R ر 

 w و Z ز

 h ه S س

 ` ء Sh ش

 y ي S ص

   ḍ ض

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) (terletak di tengah atau di akhir, maka 

ditulis dengan tanda (’). 

 

B. Vokal 

Dalam tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan 
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"i", dan dlommah dengan "u", dan bacaan panjangnya ditulis dengan cara 

yang sama: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 Dhammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan I يْا َ

 Fathah dan wau Iu A dan U اَ وَْ

Contoh: 

 kaifa : ك يْفَ 

وْلَ   haula : ح 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 



 
 

xiv 
 

 Fatḥah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ـاَََـىَ

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ـيِ

 Ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـو

  Contoh : 

اتَ   māta :  م 

 qīla :  قيْلَ 

وْتَ   yamūtu :  ي م 

م ى  ramā :  ر 

D. Ta’ marbutah 

Ada dua cara untuk menulis ta marbūṭah. Yang hidup atau memiliki 

harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis dengan [t], dan yang mati atau 

memiliki harkat sukun ditulis dengan [h]. 

Jika kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata 

sandang al- dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, kata itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

الأطف الَ ةَ  وْض   rauḍah al-aṭfāl :  ر 

الف ضيْـل ة َ دِيْـنةَ   madīnah al-fāḍīlah :  الم 

 al-ḥikmah :   الحِكْمِة َ

 

E. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydīd, yang diwakili oleh tanda tasydīd dalam huruf 
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Arab, ditransliterasi dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. Contoh: 

بَّن اَ  rabbanā :   ر 

يْـن اَ  najjainā :  ن جَّ

قَ   al-ḥaqq :  ا لح 

 al-ḥajj :   ال حجَ 

مَ  ع ِ  nu’’ima :   ن ـ

 aduwwu‘ :   ع د وَ 

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf berharkat kasrah ( (ِــ, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 

Contoh: 

 Alī  (bukan ‘Aliyy  atau ‘Aly)‘ :   ع لِيَ 

بيَ   Arabī  (bukan ‘Arabiyy  atau ‘Araby)‘ :  ع ر 

 

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 
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 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الشَّمْسَ 

ل ة لْز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الزَّ

 al-falsafah :  الف لْس ف ةَ

 al-bilādu :  البلِا دَ 

 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. Contohnya: 

وْنَ  ر   ta’murūna :  ت امْ 

 ’al-nau :  النَّوْءَ 

 syai’un :  ش يْءَ 

 umirtu :  أ مِرْتَ 

 

H. Penulisan Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Alquran (dari al Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum. 
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Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

 

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

َاَلله  Dīnullāh :  دِيْن 

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِاٰللَِّ حْم    hum fa fī raḥmatillāh : ه مَْ فِيَْر 

 

 

J. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 
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permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului 

oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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ABSTRAK 

Abdullah Rasyid Lubis, 200202110100, 2023, Pengecualian 

Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada Perjanjian 

Kemitraan Antara Shopee Dan  Mitra Driver, Skripsi, 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, 

Pembimbing : Rizka Amaliah, M. Pd 

Kata Kunci : pengecualian tanggungjawaban; Perjanjian Kemitraan; 

Orderan Fiktif. 

Penelitian ini bertujuan meniliti pertanggungjawaban hukum 

dalam perjanjian kemitraan shopee food ditinjau dari  Eksonerasi 

dan Vicarious Liability terhadap mitra driver shopee food kota 

malang yang pernah mengalami kasus orderan fiktif dan 

mendapatkan kerugian atas uang yang tidak dikembalikan. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan 

manggunakan pendekatan studi dokumentasi pada perjanjian 

kemitraan shopee food, sumber data dalam penelitian ini adalah 

Kontrak Perjanjian kemitraan shopee food antara pihak shopee 

dengan pihak driver yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pihak shopee secara sepihak menetapkan klausul-klausul 

pada perjanjian kemitraan tanpa adanya negosiasi terhadap pihak 

driver. Hal tersebut memberikan kerugian terhadap driver yang 

mengalami kerugian dari orderan fiktif dan adanya akibat hukum 

yang tercederai yaitu prinsip keadilan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan permasalahan 

tersebut, perlu adanya perubahan terhadap perjanjian kemitraan yang 

dibuat dengan mengikat dua pihak dan tidak hanya menguntungkan 

pihak spihak saja, dan mencantumkan pertanggung jawaban 

terhadap driver sebagai mitra. Perjanjian kemitraan shopee food 

harus serasi dan menyesuaikan dengan prinsip keadilan karena 

sudah membuat kontrak perjanjian dengan mencantumkan secara 

baku. 
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ABSTRAK 

Abdullah Rasyid Lubis, 200202110100, 2023, Exclusion of Shopee 

Company Liability in Partnership Agreements Between 

Shopee and Driver Partners, Thesis, Sharia Economic Law 

Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik State 

Islamic University Ibrahim Malang, Supervisor: Rizka 

Amaliah, M. Pd 

Keywords: Exclusion Of Liability; Partnership Agreement; 

Fictitious Orders. 

This research aims to examine legal liability in shopee food 

partnership agreements in terms of exoneration and vicarious 

liability for shopee food driver partners in Malang City who have 

experienced cases of fictitious orders and suffered losses due to 

money that was not returned. 

This research is normative juridical research using a 

documentation study approach on shopee food partnership 

agreements. The data source in this research is the shopee food 

partnership agreement between the shopee and the driver which is 

reviewed from the Civil Code and the principles of justice. The 

research results show that Shopee unilaterally sets the clauses in the 

partnership agreement without any negotiation with the driver. This 

causes losses to drivers who experience losses from fictitious orders 

and the legal consequences of harming the principle of justice. 

The research results show that with these problems, it is 

necessary to make changes to the partnership agreement which is 

made by binding two parties and does not only benefit one party, and 

includes responsibility for the driver as a partner. The shopee food 

partnership agreement must be harmonious and conform to the 

principles of justice because the contract agreement has been made 

by default. 
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 خالصة 

فيَاتفاقياتَالشراكةَبينShopeeََََاستبعادَمسؤوليةَشركةََ  ،2023،  200202110100  عبد هللا رشيد لوبيس،

Shopeeََالشرعي، كلية الشريعة،  :االقتصادي    القانون  دراسة  برنامج  أطروحة،  ,والشركاءَالسائقين

 أماليا  ،رزقة  .Pd  Mوالية موالنا مالك الجامعة اإلسالمية إبراهيم ماالنج، المشرف 

 .وهمية  أوامر   الشراكة؛  اتفاقية   ؛استبعاد المسؤولية   :المفتاحية   الكلمات

في   القانونية  المسؤولية  فحص  إلى  البحث  هذا  المتسوقة من حيث يهدف  الأغذية  اتفاقيات شراكة 

الذين عانوا من حالات   في مدينة مالانج  المتسوقين  الأغذية  لشركاء سائقي  المباشرة  التبرئة والمسؤولية غير 

 طلبات وهمية وتكبدوا خسائر بسبب الأموال التي لم يتم إرجاعها. 

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم منهج دراسة التوثيق حول اتفاقيات الشراكة الغذائية  

للمتاجر. مصدر البيانات في هذا البحث هو اتفاقية الشراكة الغذائية بين المتسوق والسائق والتي تمت مراجعتها  

يقوم من جانب واحد بتحديد البنود في اتفاقية    Shopeeمن القانون المدني ومبادئ العدالة. تظهر نتائج البحث أن  

الشراكة دون أي تفاوض مع السائق. مما يتسبب في خسائر للسائقين الذين يتعرضون لخسائر بسبب الأوامر  

 الوهمية والعواقب القانونية المترتبة على الإضرار بمبدأ العدالة. 

تظهر نتائج البحث أنه مع هذه المشاكل، من الضروري إجراء تغييرات على اتفاقية الشراكة التي  

طرفين ولا يستفيد منها طرف واحد فقط، وتتضمن مسؤولية السائق كشريك. يجب يتم إجراؤها من خلال ربط  

قد تم   العقد  اتفاقية  العدالة لأن  الخاصة بالمتجر متناغمة ومتوافقة مع مبادئ  الغذائية  الشراكة  اتفاقية  أن تكون 

 .إبرامها بشكل افتراضي



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut laporan Statistik mengenai data pengguna e-commerce 

Indonesia saat ini, jumlah pengguna E-Commerse diproyeksikan meningkat 

setiap tahun hingga mencapai 189,6 juta pengguna pada 2024. Ini meningkat dari 

70,8 juta pengguna pada 2017, dengan peningkatan tahunan menjadi 87,5 juta 

pada 2018, 129,9 juta pada 2020, 148,9 juta pada 2021, dan 166,4 juta pada 2022.1 

Hal ini memberikan hal positif terhadap platfrom E-commerse di Indonesia, hal 

ini menjadikan beberapa platfrom di e-commerse ini saling beradu dalam 

memberikan yang terbaik kepada pemakainya. Pada saat ini shopee yang 

merupakan platfrom dalam e-commerse menjadi nomor pertama yang paling 

sering dikunjungi oleh masyarkat Indonesia dengan 71,53 juta klik per bulan pada 

kuartal pertama di tahun 2020 yang selanjutnya di ikuti oleh Tokopedia dengan 

69,8 juta klik.2 

Menurut badan pusat statistik, jumlah angka pengangguran indonesia 

mencapai 8,42 juta jiwa. Hal ini mendasari munculnya platform e-commerce 

 
1Firdhy Esterina Chisty, “Prediksi Angka Pengguna E-commerce di Indonesia 2024”, Tempo.Com, 31 

Agustus 2020, diakses 2 September 2023, https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-

commerce-di-indonesia-2024 
2Firdhy Esterina Chisty, “Top 10 E-commerce di Indonesia Kuartal I 2020 Firdhy Esterina Chisty”, 

Tempo.Com, 31 Agustus 2020, diakses 2 September 2023, https://data.tempo.co/data/907/top-10-e-

commerce-di-indonesia-kuartal-i-2020 

https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024
https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024
https://data.tempo.co/data/907/top-10-e-commerce-di-indonesia-kuartal-i-2020
https://data.tempo.co/data/907/top-10-e-commerce-di-indonesia-kuartal-i-2020
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yang membantu masyarakat dalam menangani ketatnya persaingan kerja yang 

terjadi. Perdagangan elektronik yang semakin berkembang, platform-platform e-

commerce telah menjadi pusat transaksi jual-beli yang penting bagi masyarakat 

Shopee termasuk salah satu platform yang banyak digunakan masyarakat untuk 

melakukan transaksi berbentuk online, menurut survey databoks shopee menjadi 

platform nomor tiga yang di sukai oleh masyarakat karena memberikan 

kenyamanan, keamanan, dan keragamnan menu di dalamnya. Bahkan hasil 

penelitian yang dilakukan tentang platform e-commerse pada GoFood dan 

ShopeeFood berdasarkan perspektif marketing ekonomi syariah menunjukkan 

bahwa ShopeeFood lebih disukai oleh Generasi Z3. Shopee juga menjadi salah 

satu platform yang banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini karena 

memiliki harga yang murah dan memberikan banyak diskon atau promo yang 

ditawarkan4. 

Menurut databoks, tingkatan platform E-commerse yang difokuskan 

kepada pemesanan makanan (food), dari segi kenyamanan gofood mendapat skor 

pertama dengan 5,09%, shopee dan grabfood mendapatkan skor 4,86%, dari segi 

keragaman menu gofood masih unggul dengan 5,18%, grabfood dengan 5,06% 

 
3Fita nurotul, Zulfaturrohmaniyah, “GoFood Vs ShopeeFood: Manakah yang Menjadi Pilihan Generasi 

Z?”, Jurnal At-Tijary Ekonomi dan Bisnis Islam, No. 2 (2022): 166http://journal.uinsi.ac.id/index. 

php/altijary/article/view/4801 
4 Laila Nur Robbiah, “Fake Order Pada Toko Fsj_Store Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam”, (Underground thesis, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden 

Mas Said Surakarta, 2022), http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3695/1/Skripsi%20Laila%20Nur% 

20Robbiah%2020%20Des%202022%20fix%20%281%29.pdf 

 

http://journal.uinsi.ac.id/index.%20php/altijary/article/view/4801
http://journal.uinsi.ac.id/index.%20php/altijary/article/view/4801
http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3695/1/Skripsi%20Laila%20Nur%25%2020Robbiah%2020%20Des%202022%20fix%20%281%29.pdf
http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3695/1/Skripsi%20Laila%20Nur%25%2020Robbiah%2020%20Des%202022%20fix%20%281%29.pdf
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sedangkan shopee 4,86%, dari segi keamanan bertransaksi gofood juga masih 

unggul dengan 5,23%, shopee 5,19%, sedangkan grabfood 5,15%, dalam survey 

databoks juga responden masyarakat lebih pertama kali mengingat gofood 

dengan 50%, shopeefood dengan 28%, sedangkan grabfood 22%.5 Peringkat 

Shopee di jajaran toko online yang sama terus meningkat secara konsisten dari 

2017 hingga 2019. Peringkat ini ditentukan oleh rata-rata pengunjung web 

bulanan dan akumulasi setiap triwulan. Promosi yang gencar dilakukan oleh 

marketplace serupa, Shopee menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan 

berbagai strategi, seperti iklan di berbagai platform media sosial. Karena mereka 

memiliki kemampuan untuk mengelola item atau unit penyimpanan stok dalam 

jumlah besar, shopee berkomitmen untuk menjadi pasar fashion e-commerce, 

hingga saat ini, 1,6 juta penjual aktif di seluruh Indonesia telah menjual 74 juta 

item fashion melalui Shopee6. 

Meskipun memiliki banyak kelebihan dan di akui sebagai e-commerse 

yang memberikan keamanan, kenyamana, keragaman menu, dan banyaknya 

diskon promo yang ditawarkan terhadap penggunanya. Rupanya dalam 

implementasinya, shopee masih memiliki kelemahan yang signifikan yang 

 
5 Cindy Mutia Annur, Survei: “Layanan GoFood Dinilai Unggul dari GrabFood dan ShopeeFood”, 

Databoks, 16 Juni 2022, diakses 2 September 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/ 

2022/06/16/survei-layanan-gofood-dinilai-unggul-dari-grabfood-dan-shopeefood 
6 Putu Krisna Adwitya Sanjaya, “Determinants Influensing Customer Loyality To An Indonesia Online 

Shop Shopee: A Case Study In Denpasar, Bali”, Jurnal Solid State Technology, No. 5 (2020): 

2https://www.researchgate.net/profile/Putu-Krisna-Sanjaya/publication/346667976_5480-Article Text-

9475-1-10-20201125_Krisna_dkk_Shoppe/links/5fcd8a2592851c00f8589aaa/5480-Article-Text-9475-

1-10-20201125-Krisna-dkk-Shoppe.pdf 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/%202022/06/16/survei-layanan-gofood-dinilai-unggul-dari-grabfood-dan-shopeefood
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/%202022/06/16/survei-layanan-gofood-dinilai-unggul-dari-grabfood-dan-shopeefood
https://www.researchgate.net/profile/Putu-Krisna-Sanjaya/publication/346667976_5480-Article%20Text-9475-1-10-20201125_Krisna_dkk_Shoppe/links/5fcd8a2592851c00f8589aaa/5480-Article-Text-9475-1-10-20201125-Krisna-dkk-Shoppe.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Putu-Krisna-Sanjaya/publication/346667976_5480-Article%20Text-9475-1-10-20201125_Krisna_dkk_Shoppe/links/5fcd8a2592851c00f8589aaa/5480-Article-Text-9475-1-10-20201125-Krisna-dkk-Shoppe.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Putu-Krisna-Sanjaya/publication/346667976_5480-Article%20Text-9475-1-10-20201125_Krisna_dkk_Shoppe/links/5fcd8a2592851c00f8589aaa/5480-Article-Text-9475-1-10-20201125-Krisna-dkk-Shoppe.pdf
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berdampak kepada mitra diver, salah satu kelemahannya adalah substansi dalam 

perjanjian kemitraan shopee food antara driver dan shopee. Perjanjian tersebut 

merupakan perjanjian yang ditulis sepihak oleh pihak shopee, mitra driver tidak 

memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasal-pasal yang bisa menguntungkan 

kedua belah pihak dari mitra driver maupun dari pihak shopee. Namun perjanjian 

yang dibuat hanya dengan sepihak dari pihak shopee dan hanya memberikan 

pilihan setuju atau tidak kepada pihak mitra driver. 

Salah satu pasal dalam perjanjian baku dalam KUHPerdata yang 

merugikan pihak driver adalah pasal pengecualian tanggungjawab shopee, pada 

pasal tersebut memuat informasi tentang pengecualian tanggungjawab oleh 

shopee terhadap problematika hukum atau akibat hukum yang akan terjadi pada 

mitra driver dengan pihk konsumen atau mercant. Hal ini pada akhirnya 

menimbulkan akibat-akibat hukum dan juga problematika-problematika spesifik 

salah satunya adalah pada saat penanganan orderan fiktif.7 Sesuai dengan studi 

pendahuluan bahwa ada sepuluh orang yang mendapat orderan fiktif tetapi tidak 

ada penanganan khusus dari pihak shopee terhadap kasus tersebut, bahkan tidak 

mengembalikan dana driver yang sudah hangus. Namun shopee akan 

memberikan pengembalian dana sesuai janjianya di dalam Q&E.8 Isi dari Q&E 

 
7 Hana’a Qothrunnada, “Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan Online Terhadap Kejahatan 

Orderan Fiktif Yang DilakuakAn Oleh Pengguana Aplikasi Pengantar Makanan,” (Underground Thesis 

Universitas Lampung, 2023), 44http://repository.lppm.unila.ac.id/51639/1/20580.pdf 
8 Web Shopee Food ([Mitra Pengemudi Shopee] Bagaimana cara melaporkan dan mengajukan 

penggantian dana untuk pesanan/order fiktif?).https://help.shopee.co.id/portal/article/72022-[Mitra-

Pengemudi-Shopee]-Bagaimana-cara-melaporkan-dan-mengajukan-penggantian-dana-untuk-pesanan 

%2Forder-fiktif%3F 

http://repository.lppm.unila.ac.id/51639/1/20580.pdf
https://help.shopee.co.id/portal/article/72022-%5bMitra-Pengemudi-Shopee%5d-Bagaimana-cara-melaporkan-dan-mengajukan-penggantian-dana-untuk-pesanan%20%2Forder-fiktif%3F
https://help.shopee.co.id/portal/article/72022-%5bMitra-Pengemudi-Shopee%5d-Bagaimana-cara-melaporkan-dan-mengajukan-penggantian-dana-untuk-pesanan%20%2Forder-fiktif%3F
https://help.shopee.co.id/portal/article/72022-%5bMitra-Pengemudi-Shopee%5d-Bagaimana-cara-melaporkan-dan-mengajukan-penggantian-dana-untuk-pesanan%20%2Forder-fiktif%3F
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nya sebagai berikut: 

1. Melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap konsumen dengan menunggu 

balasan selama 15 menit dan memastikan sudah menyimpan bukti seperti 

tangkap layar (screenshot) chat yang dilakukan kepada pelanggan. 

2. Apabila Pelanggan tetap tidak dapat dihubungi/ditemukan, jangan selesaikan 

pesanan dan segera hubungi Customer Service Shopee atau chat di aplikasi 

Mitra Pengemudi Shopee untuk melakukan pembatalan. 

3. Memberikan makanan dan minuman ke panti asuhan, panti jompo, atau 

yayasan sosial. Pastikan untuk mengambil foto serah terima pesanan dengan 

menunjukkan nama panti asuhan, panti jompo, atau yayasan sosial, dan 

sertakan kuitansi lengkap dengan KOP panti sebagai bukti tertulis serah 

terima makanan. 

Setelah itu, Anda dapat mengisi Formulir Pelaporan Pesanan Fiktif untuk 

membatalkan pesanan dan mendapatkan penggantian dana. Apabila pengajuan 

disetujui, Anda akan mendapatkan penggantian dana yang akan dikirim melalui 

dompet dalam waktu 3–5 hari kerja. 

Namun, meski telah memberikan alternatif solusi terhadap problematika 

yang di dapatkan pihak shopee Tidak serta-merta akan mencederai perjanjian 

yang sudah lari dari tanggungjawab dalam perjanjian antara perusahaan shopee 

dan driver menyatakan bahwa shopee tidak ada keterkaitan dan tidak memikul 
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tanggung jawab apapun terhadap driver.9 Karena yang dipertanyakan adalah 

dalam konteks asas keadilan yang belom bisa di raih oleh perjanjian tersebut 

kepada dua pihak yang menjalin ikatan perjanjian sebagai kemitraan atau patner 

yang seharusnya memberikan hak, kewajiban, dan tanggungjawab kepada dua 

belah pihak yang berjanji. Maka dengan paparan tersebut penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul Pengecualian Tanggungjawab 

Perusahaan Shopee Pada Perjanjian Kemitraan Antara Shopee Dan  Mitra 

Driver. 

  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada 

Perjanjian Kemitraan dengan Driver Ditinjau dari Prinsip Keadilan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Meneliti Bagaimana Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan 

Shopee Pada Perjanjian Kemitraan dengan Driver Ditinjau dari Prinsip 

Keadilan. 

 
9 Web Shopee Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee Dan SPX Non Standard. 

https://help.shopee.co.id/portal/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-

Non-Standard?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles 

https://help.shopee.co.id/portal/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles
https://help.shopee.co.id/portal/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles
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D. Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan yang disebutkan di atas, penelitian ini juga 

memiliki manfaat, seperti: 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemanfaatan teori 

prinsip keadilan hukum terhadap mitra driver. 

b. Memberi manfaat atau memberi wawasan pengetahuan kepada 

penulisdan pembaca, serta dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan 

referensi bagi siswa terkait dengan wanprestasi, serta prinsip keadilan 

terhadap mitra driver. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan kepada perusahaan-

perusahaan yang bergerak dalam wadah distribusi online, diharapkan bisa 

memperhatikan dan menerapkan asas keadilan dalam kontrak perjanjian, 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah-satu pihak didalam 

perjanjian 

E. Defenisi konseptual 

Supaya menghindari terjadinya berbagai penafsiran terhadap penelitian 

ini yang berjudul “Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada 

Perjanjian Kemitraan Antara Shopee dan  Mitra Driver” penting dalam penelitian 

ini menjelaskan definisi berikut: 
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1. Pengecualian Tanggungjawab (Klausula Eksonerasi) 

Pada dasarnya klausula eksonerasi ini adalah membebaskan seseorang atau 

badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara umum klausula 

eksonerasi adalah perjanjian menghilangkan kewajiban atau mengalihkan 

tanggungjawab. 

2. Perjanjian kemitraan 

Suatu rencana bisnis yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dalam 

jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama berdasarkan 

prinsip saling membutuhkan. 

3. Prinsip Keadilan 

Menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan 

tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, 

maupun yang lainnya. 

F. Metodologi Penelitian 

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. 

Metode berasal dari bahasa Inggris: method, Bahasa Latin: methodus, Yunani: 

methodos, meta berarti sesudah. Menurut Van Puersen yang menterjemahkan 

pengertian metode secara harfiah bahwa metode adalah suatu jalan yang harus 

ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu 
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rencana tertentu.10 Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan 

satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses 

penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena 

akan menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, 

metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan 

dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk 

mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan.11 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga 

sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum 

di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang 

(law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian 

dengan memfokuskan pada perjanjian yang ditinjau dari KUHPerdata dan 

prinsip keadilan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian hukum kali ini menggunakan pendekatan 

 
10 Johny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2007), 25-26. 
11 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000), 4. 
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kasus (case Approach). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu 

dipahami oleh peneliti adalah prinsip keadilan yang terdapat dalam perjanjian 

antara pihak shopeedengan driver.12 Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus 

penelitian adalah memfokuskan pada perjanjian yang ditinjau dari 

KUHPerdata dan prinsip keadilan. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu data sekunder, 

yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk 

dokumen. Istilah ini sering disebut sabagai bahan hukum. Bahan hukum 

dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini 

yaitu, sebagai berikut: 

a. Primer : Kontrak Perjanjian kemitraan shopee food antara pihak shopee 

dengan pihak driver yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

b. Skunder : teori-teori yang brkaitan dengan prinsip keadilan. 

c. Tersier: Kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan 

 
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 119-121.. 
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bahan primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan 

penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik 

yang berbeda.13 Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian studi 

kepustakaan atau studi dokumentasi yaitu dengan memperoleh bahan 

primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah 

Kontrak Perjanjian kemitraan shopee food antara pihak shopee dengan pihak 

driver yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan 

hukum skunder yang digunakan adalah teori-teori yang brkaitan dengan 

prinsip keadilan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus besar 

bahasa Indonesia dan ensiklopedia. 

5. Metode Pengelolahan Data 

Dilihat dari tehnik pengumpulan data maka pengolahan data yang 

dilakukan penulis kali ini adalah, sebagai berikut:  

a. Intensifikasi pembacaan terhadap perjanjian kemitraan antara shopee 

dengan mitra driver. 

b. Memberikan catatan atau marka sebagai penanda pada pasal-pasal yang 

mengandung pengecualian tanggungjawab oleh pihak shopee. 

c. Mengklasifikasi pasal-pasal KUHPerdata dengan memuat klausula 

eksonerasi dikaitkan dengan perjanjiannya. 

d. Menganalisis menggunakan prinsip keadilan. 

 
13 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 22. 
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e. Tahap terakhir yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang 

diperoleh setelah dianalisis untuk mendapatkan sebuah jawaban. 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini membutuhkan kajian terdahulu dari berbagai peneliti yang 

akan dijadikan suatu pandangan serta referensi, Penelitian terkait perlindungan 

hukum bagi driver pada kasus orderan fiktif sudah banyak dilakukan. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu serta penjelasan yang akan menjadi bahan 

perbandingan atau acuan dalam penelitian yang akan ditulis oleh peneliti saat ini: 

Skripsi dengan judul Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan 

Antara Restoran Dengan Pt. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) Dalam Layanan Go-

Food Di Pekanbaru Nanang Parmana.13 Kajian ini membahas Pelaksanaan Perjanjian 

Kemitraan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-

undangan lainnya yang terkait dengan penelitian yang berlaku di Indonesia dan 

Hambatan-hambatan yang terdapat dalam perjanjian kemitraan tersebu. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah bahwa ditemukan beberapa hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini, diantaranya ialah tidak tercapainya 

salah satu prinsip kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM yaitu saling memperkuat (Pasal 10 ayat (2) Butir C) dimana kurangnya 

pengetahuan pihak Merchants tentang Perjanjian Kemitraan dan tidak mendapatkan 

pembimbingan oleh PT. AKAB. Selain itu juga adanya tindakan Oknum Driver yang 

tidak mengetahui perihal perjanjian antara PT. AKAB dengan Merchants serta 

melakukan orderan fiktif yang berdampak kepada kerugian Merchants. 
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Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kemitraan Ojek 

Online (Studi Di Kota Mataram Oleh Rahmat Rizky Ramadhan.14  Kajian ini membahas 

Pengaturan perjanjian kerjasama kemitraan ojek online ditinjau dari Landasan hukum 

dari sebuah aturan Kerjasama Kemitraan Ojek Online yatitu Kitab Undang- Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undamg Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UUITE), Undang-Undang Usaha Kecil No 9 Tahun 1995, Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomer PM. 12 Tahun 2019 (Permenhub 12/2019) dan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Kesimpulan 

dari pembahasan ini adalah pelaksanaan perjanjian kemitraan ojek online sudah sesuai 

tata cara pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan, 

dengan KUHPerdata, dan pihak yang melakukan wanprestasi dan terdapat cara 

penyelesaiannya. 

Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Mitra Pengemudi Shopee Food 

Pada Praktik Sewa Jasa(Ijarah) Dalam Transaksi Shopee Food (Studi Pada Aplikasi 

Shopee PT. Shopee Indonesia)oleh M. Fuad Dzulqornain.15 kajian ini membahas tidak 

adanya peraturan yang melindungi terhadap pengemudi yang mendapatkan kerugian dari 

eror order oleh konsumen yang terjadi dalam transaksi shopee food, yang mana 

konsumen masih kurang umur atau kurang cakap dalam mengugunakan aplikasi tersebut 

atau bahkan kelalaian atau kurang telitinya seorang konsumen yang akan merugikan 

pihak driver. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Menurut hukum Islam akad yang 

dipakai dalam transaksi layanan Shopee Food ini merupakan akad ijarah, yang berarti 

terjadinya upah mengupah atas jasa yang diberikan oleh mitra pengemudi, adanya 

hubungan timbal balik diantara keduabelah pihak didalamnya antara mu‟jir (konsumen) 
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dan musta‟jir (Mitra Pengemudi) maka jika terjadi layanan yang diluar ketentuan akad 

yang telah disepakati hukumnya haram karena merugikan satu pihak. 

Skripsi dengan Judul Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap 

Kebijakan Sepihak PT. Gojek Indonesia Jodhy Pratama.14 Kajian ini membahas 

perlindungan hukum yang diberikan kepada driver ojek online di atur dalam undang-

undang kemitraan karena undang-undang secara preventif dari pemerintah terhadap 

driver ojek online tidak secara jelas dan spesifik dalam melindungi driver ojek online. 

Hasil dari pembahasan ini adalah perlindungan yang diberlakukan dalam ojek online 

merupakan undang-undang kemitraan (patnership agreement) yaitu hubungan hukum 

kerjasama antara satu pihak terhadap pihak lainnya. Penelitian dengan judul Pelindungan 

Hukum Mitra Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia oleh M. Kharis Mawanda.15 Kajian ini membahas ketidakseimbangan hak atau 

peraturan kerjasama dalam perlindungan mitra driver gojek yang dimuat dalam peraturan 

kemitraan oleh PT gojek itu sendiri. Hasil dari pembahasan ini adalah peraturan 

perundang-undangan terhadap driver gojek bisa dari perlindungan hukum preventif dan 

represif sebagai tanggung jawab dari pemerintah dan PT gojek untuk memberikan 

perlindungan terhadap driver gojek. 

 

 
14 Jodhy Pratama, “Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Kebijakan Sepihak PT. Gojek 

Indonesia,” (Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019), Perlindungan Hukum 

Driver Ojek Online Terhadap Kebijakan Sepihak Pt. Gojek Indonesia - Repository Unram 
15 M. Kharis Mawanda, “Pelindungan Hukum Mitra Driver Ojek Online Menurut Peraturan Peundang-

Undangan di Indonesia, Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018). 9-26 Home 

(unej.ac.id) 

http://eprints.unram.ac.id/15176/
http://eprints.unram.ac.id/15176/
https://repository.unej.ac.id/
https://repository.unej.ac.id/
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Tabel. 1 1 

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 

an 

Judul Persamaan Perbedaan 

1 Nanang 

Parman 

a 

(2019) 

Tinjauan Terhadap 

Perjanjian 

Kerjasama 

Kemitraan Antara 

Restoran Dengan 

Pt. Aplikasi Karya 

Anak Bangsa (Go- 

Jek) Dalam 

Layanan Go-Food 

Di Pekanbaru. 

Penelitian ini 

membahas 

tentang perjanjian 

kemitraan. 

Perbedaan dalam 

Penelitian ini berfokus pada 

perjanjian kemitraan 

antara pihak gojek dengan 

merchant sedangkan 

penelitian dalam tulisan 

ini adalah perjanjian 

kemitraan shopee food 

antara pihak shopee 

dengan driver. Peraturan 

perundang- undangan yang 

dipakai adalah Undang-

undang Nomor 20  Tahun 

2008 tentang UMKM 

sedangkan dalam 

penelitian ini UU 

perlindungan konsumen  

dan KUHPerdata. 

2 Rahmat 

Rizky 

Ramad 

han 

Tinjauan Yuridis 

Tentang Perjanjian 

Kemitraan Ojek 

Online (Studi Di 

Kota Mataram 

Penelitian ini 

membahas 

tentang perjanjian 

kemitraan. 

Perbedaan dalam 

Penelitian ini hanya 

berfokus pada perjanjian 

kemitraan antara pihak 

gojek saja sedangkan 

penelitian penulis 

meneliti tentang 

pertanggung jawaban 

hukum.  

3 M Fuad 

Dzulqo 

rnain 

(2022) 

Perlindungan 

Hukum Bagi Mitra 

Pengemudi Ojek 

Online Pada Praktik 

Sewa Jasa(Ijarah) 

Penelitian ini 

membahas 

terkait orderan 

fiktif atau eror 

order. 

Penelitian ini membahas 

tentang eror order yang 

dilakukan konsumen saat 

menggunakan aplikasi 

shopee dengan 
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No Peneliti 

an 

Judul Persamaan Perbedaan 

Dalam Transaksi 

Shopee Food 

melakukan transaksi asal-

asalan, kurang  umur,  

atau tidak cakap. 

4 Jhody 

Pratam

a 

(2019) 

Perlindungan 

Hukum Driver 

Ojek Online 

Terhadap 

Kebijakan Sepihak 

Pt. Gojek 

Indonesia 

Penelitian ini 

membahas 

tentang perjanjian 

kemitraan antara 

perusahaan gojek 

dengan driver 

Metode penelitian ini 

merupakan yuridis empiris 

sedangkan penelitian yg 

penulis lakukan adalah 

yuridis normatif. Penelitian 

ini membahas tentang 

perlindungan hukum 

terhadap driver gojek yang 

mendapatkan kebijakan 

sepihak dari PT. Gojek. 

Sedangkan dalam 

penelitian penulis 

membahas tentang 

pengecualian 

tanggungjawab pada 

perjanjian shopee food. 

5 M. 

Kharis 

Mawan

da 

(2018) 

Perlindungan 

Hukum 

Mitra/Driver Ojek 

Online Menurut 

Peraturan 

Perundang-

Undangan Di 

Indonesia 

Penelitian ini 

membahas 

tentang perjanjian 

kemitraan antara 

perusahaan gojek 

dengan driver. 

Penelitian ini juga menitik 

fokuskan pembahasan pada 

perlindungan hukum 

terhadap driver gojek  yang 

ditinjau menurut perspektif 

undang-undang. Sedangkan 

penulis membahas 

pengecualian 

tanggungjawab dalam 

perjanjian shopee food 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi dibuat dengan sistematika penulis dengan beberapa bab 

agar tulisan ini menjadi terarah dan tidak mengambang. Dalam penulisan ini 
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terdiri dari lima bab dan masing-masing mempunyai sub bab dan penjelasan 

masing-masing. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

BAB I : Pendahuluan Bab ini berisi pengantar untuk memahami garis 

besar dari seluruh pembahasan. Bab ini juga menguraikan tentang latar belakangi 

penelitian, indikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II : Kerangka Teori dan Kajian Terdahulu Bab ini membahas 

tentang kerangka teori-teori pengecualian tanggungjawab pada perjanjian 

kemitraan terhadap driver shopee food, meliputi definisi perjanjian kemitraan, 

klausula eksonerasi, prinsip keadilan dan menguraikan kejian-kajian terdahulu.  

BAB III : Metodologi Penelitian Bab ini berisi tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulannya, analisis data, 

dan teknik penulisan.  

BAB IV : Pembahasan Bab ini berisi tentang pokus pembahasan dalam 

penelitian yang meneliti Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada 

Perjanjian Kemitraan Antara Shopee dan  Mitra Driver yang ditinjau dari prinsip 

keadilan. 

BAB V : Penutup dan Saran Bab ini merupakan penutupan dari 

penelitian skripsi ini, yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran yang 

diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Perjanjian Kemitraan 

Pada dasarnya perjanjian merupakan suatu hubungan yang terjadi 

antara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, Pengertian perjanjian 

dapa dilihat dalam KUHPerdata pada pasal 1313 yang berbunyi : “Suatu 

perbuatan dimana satu atau lebih pihak mengikatkan diri terhadap satu orang 

lainnya atau lebih16” 

Kemitraan merupakan hubungan antara dua pihak untuk menjalankan 

usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hubungan kemitraan 

terbentuk berdasarkan kontrak yang dibuat secara langsung maupun tidak 

langsung. Kemitraan dapat terbentuk hanya dengan keinginan dari para pihak, 

dan perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang akan 

timbul dari undang-undang maupun dari perjanjian itu sendiri.17 Dalam pasal 

1320 menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai 

berikut :  

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya 

 
16 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
17  Raga AA Putra, “Pertanggungjawaban Hukum Jual Beli Akun Oleh Mitra Pengemudi Shopee Food 

Secara Online (Studi Pada Lokapasar Shopee)” (Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, 2023), 22. http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76301 

http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76301
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Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian harus bersepakat guna 

melakukan apa yang disepakatinya. Ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan tentang kemungkinan batalnya suatu perjanjian terkait 

dengan kesepakatan, yaitu: (a) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena 

kekhilafan (dwaling); (b) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena 

ketakutan (dwang); (c) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena penipuan 

(bedrog). Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan 

karena ketiga hal di atas. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan 

hukum. Mereka yang dapat melakukan hubungan hukum adalah mereka 

yang mampu memikul hak dan kewajiban (rights and obligations) sebagai 

subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. 

c. Suatu pokok persoalan tertentu 

Dalam suatu perjanjian harus telah ditentukan apayang diperjanjikan dan 

disepakati. Ketentuan itu sesuai dengan bunyi Pasal 1333 KUHPerdata 

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang 

sekurangkurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang tidak perlu pasti, 

asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Bahwa 

barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. 

Selanjutnya harus diperhatikan apa yang dimaksud dengan suatu hal 
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tertentu, maksudnya adalah sesutau yang dapat dimiliki oleh subjek 

hukum.  

d. Suatu sebab yang tidak terlarang 

Suatu sebab yang tidak terlarang Menurut undang-undang suatu sebab 

yang tidak dilarang atau suatu sebab yang halal adalah sebab yang tidak 

bertentangan dengan UU atau tidakbertentangan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umum yaitu pada Pasal 1337 KUHPerdata, “Suatu sebab 

adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila 

sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” 

Misalnya suatu perjanjian atau perstujuan untuk memproduksi ekstasi, 

jelaslah bahwa sebab itu dilarang karena bertentangan dengan undang-

undang psikotropika. 

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah bersifat terbuka, dalam 

artian bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang 

sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang18. Sesuai 

yang sudah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu :“Semua persetujuan 

yang dibuat sesuai dengan undang-undangbrlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alas an-alasan 

 
18Salim HS, Pengantar hukum perdata tertulis (BW), (Jakarta, Sinar Grafika 2019,) 156. 
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yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dibuat dengan 

iktikad baik”.19 

Dalam pasal 1338 KUHPerdata ini memberikan kebebasan kepada 

para pihak untuk : 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian; 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan 

d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 

Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata mengatur perjanjian kemitraan, 

sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada Pasal 1618 

KUHPerdata mengatur persekutuan perdata sampai dengan Pasal 1641 Kode 

Hukum Perdata mengatur persekutuan berdasarkan Pasal 1618 yang berbunyi 

sebagai berikut :“Perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mengikatkan 

diri untuk menggabungkan sesuatu dengan salah satu tujuannya adalah 

membagi keuntungan tersebut”.20 

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu: 

a. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Dapat dianalisis dari 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

 
19 Pasal 1338 Kitab undang-undang hukum perdata  
20 Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, 

maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang 

bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan 

berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan 

untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk 

memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan 

untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan 

dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan 

untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk 

menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat 

opsional (aanvullend, optional). Berlakunya asas kebebasan berkontrak 

ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau 

ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain: 

1). Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila 

dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya; 2). Pasal 1320 

ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk 

membuat suatu perjanjian; 3). Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH 

Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau 

bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan 

ketertiban umum; 4). Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para 

pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan; 5). 
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Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu 

perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan 6). 

Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban 

umum. 

b. Asas konsensualisme (concensualism). Asas konsensualisme 

mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian 

cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang 

ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik 

tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada 

umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH 

Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya 

perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. 

c. Asas pacta sunt servanda. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh 

hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat 

merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) 

KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium 

(ungkapan) pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua 

persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada 
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hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, 

sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang 

diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH 

Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka 

sepakati bersama. 

d. Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan 

bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya 

itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan te goeder trouw, 

yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 

2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan 

perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu 

perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin 

pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian 

tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak 

pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu 

pun dapat diukur juga secara objektif. 

e. Asas kepribadian (personality). Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 

1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak 

yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada 

pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat 
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karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Pasal 1315 

KUHPerdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat 

mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” 

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana 

pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat 

pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu 

perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada 

orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam 

Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri 

sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk 

orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.21 

2. Klausula Eksonerasi 

IPM Ranuhandoko B.A. mengartikan exoneration sebagai 

"membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau 

tanggung jawab22.” Sementara itu, Cambridge dictionary sebagai berikut: 

The act of showing or stating that someone or something is not guilty of 

something.23 Menurut Rijken, klausul eksonerasi adalah klausul dalam 

hubungan kontraktual yang bertujuan untuk menghindari pemenuhan suatu 

 
21 Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian  Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, 

Jurnal Binamulia Hukum No. 2 (2018). 115-117 
22Ranuhandoko, Terminologi Hukum : Inggris-Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 45-50 
23 Matsumoto, The Cambridge Dictionary Of Psychology, (Tokyo : Cambridge University Press, 2019) 

67-72. 



 
 

26 
 

kewajiban dengan membayar kerugian baik secara keseluruhan atau 

sebagian karena melanggar perjanjian. Secara sederhana, klausula 

eksonerasi ini berarti perjanjian menghilangkan kewajiban atau 

mengalihkan tanggung jawab24. 

Mariam Darus Badrulzaman menggambarkan klausul eksonerasi 

sebagai klausula yang dimasukkan dalam suatu perjanjian dimana satu 

pihak menolak untuk membayar ganti rugi penuh atau sebagian karena 

ingkar janji atau tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, David Yates, 

yang lebih suka menggunakan klausul penolakan, menjelaskan bahwa 

"setiap bagian dari suatu perjanjian yang membatasi, membebaskan, atau 

merekayasa ganti rugi atau tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran 

terhadap suatu perjanjian"25. 

Perjanjian standard atau klausul baku adalah perjanjian yang dibuat 

secara sepihak oleh penjual atau produsen produk (penjual) dan 

mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal). Konsumen hanya 

memiliki dua pilihan: menyetujuinya atau menolaknya. Ada unsur pilihan 

ini karena pihak berpendapat bahwa prinsip kebebasan berkontrak tidak 

melanggar perjanjian standar. Artinya, konsumen masih memiliki hak 

 
24Jein Stevany Manumpil, ”Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, 

Jurnal Lex Privatum, No. 3 (2016): 37https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum 

/article/view/11547 
25Nizla Rohaya , “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi 

Dalam Perlindungan Konsumen ,” Jurnal Hukum Replik, No. 1(2018): 27 http://jurnal.umt.ac.id/index. 

php/replik/article/view/1116 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum%20/article/view/11547
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum%20/article/view/11547
http://jurnal.umt.ac.id/index.%20php/replik/article/view/1116
http://jurnal.umt.ac.id/index.%20php/replik/article/view/1116
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untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya. Oleh 

karena itu, perjanjian standar ini kemudian dikenal sebagai kontrak take it 

or leave it contract.26 

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai 

berikut: (a) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya 

relatif lebih kuat dari konsumen; (b) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan 

dalam menentukan isi perjanjian; (c) Dibuat dalam bentuk tertulis dan 

missal; (d) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong 

oleh faktor kebutuhan27. 

Engels menyatakan bahwa ada tiga jenis perjanjian dan yuridis 

dengan syarat-syarat eksonerasi. Ketiga jenis tanggung jawab yuridis 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 Tanggung jawab untuk konsekuensi hukum yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam 

perjanjian; 

a. Kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk syarat 

ditetapkan, dibatasi, atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan 

darurat). 

b. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah 

 
26Nizla Rohaya , “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku”. 26 
27Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: Citra Karya Bakti, 1999). 93 
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satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang 

lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga). 

Dalam pasal 1 no. 10 undang-undang perlindungan konsumen 

menjelaskan defenisi dari klausula baku adalah klausula baku adalah setiap 

aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan 

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 

wajib dipenuhi oleh konsumen28. 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, yang menjelaskan tentang pembatasan atau larangan klausula 

eksonerasi, yaitu berbunyi sebagai berikut,: “Pelaku usaha dalam 

menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan 

dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 

dokumen dan/atau perjanjian apabila”29: 

a. Menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha akan dialihkan; 

b. Menyatakan bahwa pengusaha memiliki hak untuk menolak kembali 

barang yang dibeli pelanggan; 

c. Menyatakan bahwa perusahaan memiliki hak untuk menolak 

pengembalian uang yang dibayarkan oleh pelanggan untuk barang dan 

 
28Pasal 1 No. 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
29Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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jasa yang dibeli; 

d. Menunjukkan bahwa pelanggan memberikan kuasa kepada perusahaan 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan semua 

tindakan sepihak terkait barang yang dibeli oleh pelanggan melalui 

angsuran; 

e. Mengatur masalah bukti bahwa barang atau jasa yang dibeli oleh 

pelanggan tidak berguna lagi; 

f. Memberi pelaku usaha hak untuk menurunkan keuntungan jasa atau 

harta kekayaan konsumen yang dibeli melalui jasa; 

g. Menyatakan bahwa pelanggan tunduk pada peraturan baru, tambahan, 

lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat oleh perusahaan 

secara sepihak selama pengguna menggunakan jasa yang dibeli; 

h. Menyatakan bahwa pelanggan memberi kuasa kepada perusahaan 

untuk mengambil hak tanggungan, gadai, atau jaminan atas barang 

yang mereka beli dengan angsuran. 

Dari berbagai defenisi bisa dilihat bahwa Klausul eksonerasi adalah 

klausul yang melindungi atau membebaskan salah satu pihak dari segala 

bentuk ketidakterpenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. 

Contoh klausul pembebasan adalah sebagai berikut: 

a. Jika pengembang dalam pejanjian pembelian rumah tidak dapat 

memenuhi janjinya untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang 
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dibeli pada waktunya; 

b. Jika pengembang tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyelesaikan 

rumah tersebut pada waktunya. 

c. Jika pengembang tidak dapat memenuhi janjinya untuk 

3. Asas Keadilan 

“Keadilan” berasal dari kata “’adl” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam 

bahasa Inggris disebut dengan “justice”. Kata “justice” dalam ilmu hukum 

diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan 

hak setiap orang (the constant and perpetual disposition to render every man his 

due). Asas keadilan merupakan asas yang harus dimiliki oleh setiap individu 

baik itu dalam ruang lingkup sosial, agama, dan negara. Prinsip keadilan 

diartikan dengan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua 

pihak, dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek 

ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. asas keadilan juga harus terdapat 

dalam perjanjian suatu kontrak kerjasama yang akan membuat perjanjian 

itu mengikat bagi kedua belah pihak, yang berarti keadilan dalam 

pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan 

perjanjian.30 

Ada tiga fungsi dan tujuan hukum perjanjian yang harus diperhatikan 

 
30 Pasal 1338 KitabUndang-udang Hukum Perdata 
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dalam menegakkan hukum yaitu31: 

a. Kepastian hukum (rechtssicherheit), berarti menjamin bahwa hukum dapat 

berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. 

b. Kemanfaatan (zweckmassigkeit), berarti menentukan isi dari hukum, sebab isi 

hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

c. Keadilan (gerechtigkeit), berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan 

pengadilan. 

Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan sebagai penopang 

cita hukum (idée des Rechts). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam 

kehidupannya berhukum. Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, 

namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan 

yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan 

(spannungsverhaltnis) satu sama lain. Satjipto Rahardjo menyebutkan beberapa 

contoh yang dapat menjelaskan hal ini : 

a. Dalam negara dengan sistem hukum kolektif (yakni dimana kemanfaatan 

ditentukan oleh perkembangan masyarakat) timbul pertentangan antara 

finalitas dan keadilan, kalau seorang yang sangat berguna bagi perkembangan 

masyarakat harus menghadap pengadilan karena pelanggaran hukum. 

Menurut keadilan orang ini harus dihukum, tetapi kemanfaatan tidak 

mengijinkannya. 

b. Dalam negara dengan sistem individual (yakni : dimana kemanfaatan 

ditentukan oleh perkembangan individual) timbul pertentangan finalitas dan 

 
31 Niru Anita Sinaga, “peranan asas-asas hukum perjanjian”, 107-108 
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legalitas, kalau terdapat undang-undang yang karena alasan tertentu tidak 

cocok dengan perkembangan individual manusia. Menurut legalitas undang-

undang itu berlaku, demi kepastian hukum, tetapi kemanfaatan menentang 

berlakunya hal itu.  

Dalam hal terjadi pertentangan yang demikian, yang mestinya diutamakan 

adalah keadilan. Hal ini karena pada hakekatnya hukum itu adalah untuk 

kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum. 

Ada banyak teori keadilan yang diutarakan oleh para filsuf dan ahli 

hukum yaitu32: 

a. Pendapat Plato mengemukakan bahwa keadilan adalah emansipasi dan 

partisipasi warga negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan 

untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu 

undang-undang. 

b. Pendapat Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah kebajikan 

politik, diatur oleh negara, dan aturan ini menentukan apa yang benar. 

Keadilan dimaknai sebagai keseimbangan, dengan kesamaan numerik 

yaitu setiap manusia disamakan dalam satu unit misalnya semua orang 

sama dihadapan hukum dan kesamaan proporsional yaitu memberikan 

setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan 

prestasinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bagian yaitu: 1) 

keadilan distribusi yaitu keadilan yang berlaku dalam ranah pubik, yaitu 

 
32 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011). 239-247 
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fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh oleh 

masyarakat 2) keadilan korektif yaitu berhubungan dengan 

membetulkan atau membernarkan sesuatu yang salah, memberkan 

konpensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang 

pantas bagi pelaku kejahatan.  

c. Pendapat John Rawls mengemukakan bahwa keadilan dibagi menjadi 

dua prinsip  yaitu: 1) prinsip kebebasan setara, bahwa setiap individu 

memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang 

sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (liberty for all). 2) 

prinsip sosial menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidak setaraan 

sosial dan ekonomi yang disusun agar memberikan keuntungan terbesar 

bagi pihak yang tidak beruntung. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, 

John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-

nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara 

itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus 

mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.33 

d. Pendapat Derrida mengemukakan bahwa keadilan adalah Keadilan 

dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-

sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui 

hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian 

 
33 Karen Leback, Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, (Bandung: Nusa Media, 2018). 58 
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dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang 

belum memastikan adanya keadilan 

e. Pendapat Thomas Aquinas mengemukakan bahwa keadilan adalah 

Hampir sama dengan Aristoteles, pendapat Thomas Aquinas tentang 

keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu 

kesamaan proporsional. Uraian pembagian keadilan menurut Thomas 

Aquinas adalah sebagai berikut34: 1) Keadilan distributif (iustitia 

distributiva) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian 

jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya. 2) Keadilan legal (iustitia 

legalis) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum 

atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan lex naturalis. 

3) Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (iustitia 

commutativa) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli. 4) Keadilan 

balas dendam (iustitita vindicativa) yang pada masa itu berkenaan 

dengan hukum pidana. 

f. Pendapat Reinhold Zippelius mengemukakan bahwa keadilan dibagi 

menjadi lima yaitu35: 1) Keadilan komutatif adalah keadilan timbal 

balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi 

kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cidera 

 
34 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil,( Bandung: CV 

Mandar Maju, 2011). 641 
35 Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum, 158 
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hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. 2) 

Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam 

lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia 

harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. 

Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial. 3) 

Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum 

pidana. Salah satunya asas nulla poena sine lege praevia. 4) Keadilan 

hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak 

untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah. 5) 

Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat 

pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu. 

g. Pendapat Reinhold Zippelius mengemukakan bahwa keadilan memiliki 

beberapa arti yaitu: 1) Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas 

pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian 

atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada 

terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. 2) Sumber 

keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (rechtsidee). 3) Inti 

dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti 

pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan 

distributif dan keadilan komutatif. 

h. Pendapat Reinhold Zippelius mengemukakan bahwa Jeremy Bentham 

dan John Stuart Mill mewakili pandangan utilitarianisme yang 
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memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya 

untuk sebanyak mungkin orang.  
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Tabel. 1 2 

Kerangka Teori 

No Rumusan 

Masalah 

Teori Penggunaan Teori 

dalam Penelitian 

1 Bagaimana 

pengecualian 

tanggungjawab 

perusahaan shopee 

pada perjanjian 

kemitraan dengan 

driver ditinjau dari 

prinsip keadilan? 

1. Klausula 

eksonerasi 

(KUHPerdata) 

2. Prinsip keadilan 

dalam hukum 

(hasil sintesis 

dari dua atau 

lebih teori 

tentang keadilan 

hukum oleh 

pakar berbeda. 

Yaitu John 

Rawl36 dan 

Gustav Radbruch 

1. Klausula 

eksonerasi di 

dalam 

KUHPerdata 

digunakan untuk 

mengidentifikasi 

pasal pengecualian 

tanggung jawab 

perusahaan 

Shopee pada 

perjanjian dengan 

pihak kurir atau 

driver yang 

disinyalir menjadi 

pasal baku yang 

merugikan 

kurir/driver saat 

terjadi 

problematika di 

lapangan, seperti 

orderan fiktif. 

2. Prinsip keadilan 

hukum digunakan 

untuk menentukan 

keabsahan pasal 

dengan klausula 

eksonerasi dalam 

perjanjian 

kemitraan antara 

perusahaan 

Shopee dengan 

kurir/driver. 

Prinsip keadilan 

ini 

diimplementasikan 

 
36 John Rawls, A Theory of Justice, (London: Oxford University Press, 1992),. 549. 
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pada pengkajian 

terhadap hak dan 

kewajiban pihak-

pihak yang terikat 

dalam perjanjian 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada Perjanjian 

Kemitraan Dengan Driver Ditinjau Dari Prinsip Keadilan 

Hubungan antara pihak shopee food dengan driver merupakan hubungan 

mitra atau disebut juga dengan (partnership agreement) hubungan kerjasama, 

dalam hubungan kemitraan harus mempunyai perjanjian yang dibuat oleh 2 pihak 

atau lebih dalam kemitraan tersebut37. Defenisi dari perjanjian dapat dilihat dalam 

pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “suatu perbuatan dimana satu atau lebih 

pihak mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih”38. Dengan 

demikian, perjanjian merupakan perbuatan yang melahirkan perikatan, dan 

perikatan juga lahir dari undang-undang sesuai yang terdapat dalam pasal 1233 

KUHPerdata atau dalam istilah lain bahwa ada perikatan yang timbul dari 

undang-udang yaitu dapat dibedakn menjadi 2 bagian yaitu (1) karena undang-

undang saja dank arena perbuatan manusia. Perbuatan manusia juga dibagi 

menjadi 2 yaitu sesuai dengan hukum dan perbuatan melawan hukum, (2) 

perikatan yang timbul dari perjanjian.39  

Dalam Perjanjian sendiri mengikuti syarat sahnya perjanjian yang dapat 

 
37Ryan Hidayat, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemirtaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 2 (2020): 2http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/ 

article/view/5200 
38Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
39Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/%20article/view/5200
http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/%20article/view/5200
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dilihat dalam pasal 1320 KUHPerdata ada empat yaitu:40 (a) Kesepakatan mereka 

yang mengikat dirinya; (b) Kecakapan untuk mmbuat suatu perikatan; (c) Suatu 

pokok persoalan tertentu; (d) Suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam syarat 

sahnya perjanjian terdiri dari syarat subjektif  (kesepakatan dan kecakapan) dan 

syarat objektif  (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Dalam syarat ini apabila 

syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, dan apabila 

syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum yaitu 

secara hukum tidak dianggap sejak adanya perjanjian.41 

Dalam konteks perjanjian kemitraan dengan driver, memang terdapat dua 

pihak yang melakukan perikatan. Namun pembuat perjanjian adalah satu pihak 

yaitu pihak shopee, artinya pihak mitra tidak punya kuasa aktif untuk 

memberikan atau berpartisifasi dalam penyusunan isi perjanjian. Hal tersebut 

akan bertolak belakang dengan defenisi perjanjian yang seharusnya pembuatan 

dan persetujuan suatu perjanjian terlibatnya dua orang atau lebih. Melalui studi 

dokumentasi terhadap perjanjian yang diberikan pihak shopee ini termaktub 

ketika melakukan keikutsertaan sebagai mitra, hanya diberikan dua pilihan yaitu 

setujua atau tidak setuju. 

Adanya pembuatan perjanjian dengan satu pihak ini sangat berpeluang 

memunculkan pasal-pasal yang bisa merugikan pihak yang tidak turut membuat 

 
40Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
41Cinde Semara Dahayu, Ambar Budhisulistyawati, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian 

Kerjasama Kemitraan”, Jurnal PrivaT Law, No. 1 (2020): 2 https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/ 

article/view/40371 

https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/%20article/view/40371
https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/%20article/view/40371
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perjanjian tersebut. Salah satu pasal yang disinyalir dapat merugikan salah satu 

pihak ada pada pasal bagian 1 dan bagian 17.42 Pada gambar berikut ini: 

 

 

 

Gambar. 1 1 

Surat Perjanjian Shopee Food 

 

 
42 Web Shopee Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee Dan SPX Non Standard. 
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Dalam surat perjanjian shopee food terlihat pernyataan awal dalam 

perjanjian yang membuat tidak adanya ikatan bahkan adanya upaya untuk lari 

dari tanggung jawab, yaitu ada 2 bagian dalam pejanjian : Bagian 1 huruf (b) yang 

membahas tentang ketentuan umum  berbunyi sebagai berikut : “ kontrak 

sesungguhnya untuk layanan pengantran shopee adalah langsung antara driver 

dengan pelanggan. Shopee tidak menjadi pihak dalam kontrak tersebut atau 

dalam kontrak lain manapun yang diadakan antara driver, merchant, dan 

pelanggan, dan pihak shopee tidak memikul kewajiban apapun sehubungan 

dengan kontrak tersebut” 

Bagian 17 tentang batasan tanggung jawab, berbunyi sebagai berikut : 

“shopee tidak menjamin atau menyatakan bahwa shopee menilai atau 

memantau kesesuaian, legalitas, kemampuan, pergerakan, atau lokasi 

pelanggan, dan driver secara tegas melepaskan dan membebaskan shopee dari 

setiap dan semua tanggung jawab, kelaim atau ganti rugi yang timbul dari, atau 

yang dengan cara apapun berkaitan dengan pelanggan atau merchant”. 

Melalui kedua pasal ini diketahui bahwa pihak shopee mengecualikan diri 

dari pihak yang seharusnya bertanggungjawab akan akibat hukum atau hal-hal 

yang terjadi ketika ada transaksi yang dilakukan antara driver dengan mercant 

atau merchant dengan konsumen dan juga driver dengan konsumen. Ikatan ini 

dapat dilihat dalam kerangka berikut: 
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Padahal sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa shopee 

mendapatkan keuntungan dri proses transaksi yang dilakukan oleh driver, 

keuntungan yang diperoleh pihak shopee dalam tiap transaksi sebesar 20% dan 

driver mendapat 80%43. Artinya pihak shopee yang menyatakan dirinya tidak ada 

ikatan atau tanggungjawab, rupanya mendapatkan persentase dari setiap transaksi 

yang dilakukan oleh driver bahkan merchant juga. Sebagai pihak yang 

mendapatkan keuntungan dalam konteks ini seharusnya pihak shopee juga turut 

bertanggungjawab akibat-akibat hukum yang terjadi dalam transaksi tersebut. 

Namun shopee secara baku dan secara sepihak sudah melepaskan tanggungjawab 

dari akibat hukum yang terjadi dalam transaksi, salah satunya adalah kasus 

orderan fiktif. 

Dalam isi perjanjian kemitraan shopee food bagaian 17 sangat 

menjelaskan bahwa shopee membuat perjanjian dengan tidak mau 

bertanggungjawab atau dalam artian bahwa pihak shopee lari dari tanggung jawab 

dan memberikan penekanan terhadap driver untuk membebaskan shopee dari 

setiap dan semua tanggungjawab dari kerugian yang didapatkan oleh driver. 

Meskipun dalam proses pendaftarannya bahwa driver setuju dan menyatakan 

keleraannya untuk mengikuti sebagai mitra, tetapi dalam pembuatan perjanjian 

tersebut merupakan sepihak dari pihak shopee saja. maka tidak menjadikan pihak 

 
43 Riyanda Navalian S, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Kemitraan Pengemudi Shoee 

Food,” (Underground Thesis, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023,) 

80-98 http://repository.radenintan.ac.id/29875/1/Skripsi%201-2.pdf  

http://repository.radenintan.ac.id/29875/1/Skripsi%201-2.pdf
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shopee sewenang-wenang dalam melakukan perjanjian dengan tidak 

bertanggungjawab.44 

Jika dikaitkan dengan klausula eksonerasi yang mana arti sederhanya 

adalah pengalihan tanggungjawab. Maka sesuai dengan isi perjanjian yang 

mengandung pengalihan tanggung jawab yang terkandung dalam perjanjian 

kemitraan shopee food. Hal tersebut akan bertentangan dengan pasal yang 

terdapat dalam KUHPerdata yaitu 1338 yang berisi : “Semua persetujuan yang 

dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 

ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.” 

Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat harus sesuai 

dengan undang-undang, dan mengikat para pihak. Namun perjanjian kemitraan 

yang dibuat sepihak oleh pihak shopee tersebut sudah jelas bertentangan dengan 

undang-undang perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 18 yang berisi 

bahwa dalam perjanjian dilarang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku 

usaha dalam konteks ini adalah shopee sebagai pembuat perjanjian.45 

Jika dilihat dari karakteristik yang diungkapkan oleh sudaryatmo yang 

 
44 Rahmat Riky Ramadhan, “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kemitraan. 67-68. 

45 Pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
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mana klausula eksonerasi dalam perjanjian adalah: (a) Perjanjian dibuat secara 

sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen; (b) 

Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian; (c) 

Dibuat dalam bentuk tertulis dan missal; (d) Konsumen terpaksa menerima isi 

perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.46 

Dengan pernyataan tersebut bisa dilihat bahwa perjanjian kemitraan 

shopee food sesuai dengan klausula eksonerasi yang seharusnya tidak terdapat 

dalam sebuah perjanjian. Meskipun secara baku ada contoh yang 

mengungkapkan bahwa perjanjian baku bisa dipakai seperti diperbankan, tetapi 

hal tersebut bukan berarti lari dari tangungjawab berbeda dalam konteks 

perjanjian kemitraan shopee food yang mana menimbulkan pihak yang dirugikan 

dan akan ada akibat hukum yang tercederai yaitu prinsip keadilan. 

Dalam perjanjian tersebut bahwa tidak ada keseimbangan dalam posisi 

tawar- menawar antara produsen atau penjual produk (juga dikenal sebagai 

penjual) dan konsumen (juga dikenal sebagai debitur). Beberapa pendapat 

menegaskan tentang pandang terhadap perjanjian eksonerasi.47 Ada beberapa 

ahli berpendapat terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjia : 

1. Pendapat pertama datang dari pitlo Sluijter, yang menyatakan perjanjian 

standar bukan perjanjian. Alasannya, kedudukan shopee dalam perjanjian 

 
46 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: Citra Karya Bakti, 1999). 93 

 
47 Nizla Rohaya , “Pelarangan Penggunaan  Baku”. 33 
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kemitraan shopee shopee food itu adalah seperti pembentuk undang-undang 

swasta (legio particuliere wetgever). Syarat-syarat yang ditentukan pihak 

shopee di dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian! Pitlo 

mengatakannya sebagai perjanjian paksa (dwang contract), walaupun secara 

teoritis yuridis, perjanjian shopee food tidak memenuhi ketentuan undang-

undang dan ditolak oleh beberapa ahli hukum. Namun dalam kenyataannya, 

kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan 

keinginan hukum. Pendapat Pitlo ini mengingatkan kita pada pendapat 

Hondius, yang dalam disertasinya menyatakan bahwa perjanjian standar itu 

mengikat berdasarkan kebiasaan (gebruik) yang berlaku di lingkungan 

masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Kemudian Stein mencoba 

memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat, bahwa perjanjian 

standar dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan 

dan kepercayaan (fictie van wil en vertrouwen) yang membangkitkan 

keyakinan, para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika pihak driver 

menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi 

perjanjian tersebut. Akhirnya, dapat disebutkan pendapat yang lebih tegas dan 

Asser Rutten, yang mengatakan perjanjian standar itu mengikat karena setiap 

orang yang menandatangani suatu perjanjian harus dianggap mengetahui dan 
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menyetujui sepenuhnya isi kontrak tersebut.48 

2. Ahli hukum Indonesia, Mariam Darus Badrulzaman menyimpulkan bahwa 

perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang 

bertanggungjawab, terlebih-lebih lagi ditinjau dan asas-asas hukum nasional, 

di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Dalam 

perjanjian standar, kedudukan pihak shopee dan driver tidak seimbang. Posisi 

yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya 

untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-

haknya dan tidak kewajibannya. Menurutnya, perjanjian standar ini tidak 

boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.49 

3. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat dalam kenyataannya KUH Perdata sendiri 

memberikan pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak 

itu. Misalnya, terdapat ketentuan yang mengatakan, suatu perjanjian tidak 

dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau 

karena alasan lain yang dinyatakan dengan undang-undang. KUHPerdata 

juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian, 

yakni paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog). Ketiga 

alasan ini dimaksudkan oleh undang- undang sebagai pembatasan terhadap 

berlakunya asas kebebasan berkontrak. Menurut Remy Sjahdeini, agar tidak 

 
48 Wurianalya Maria Novenanty, “Perjanjian Baku Dalam Dunia Bisnis Dikaitkan Dengan Hak Asasi 

Manusia,” Jurnal Melintas, No 1(2017), 75 

https://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/download/2955/2528/6968  
49 Novenanty, Perjanjian Baku Dalam Dunia Bisnis”, 74 

https://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/download/2955/2528/6968
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terjadi penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak ini oleh pihak 

yang berkedudukan lebih kuat, maka diperlukan campur tangan melalui 

undang-undang dan pengadilan. Dalam hukum perburuhan, misalnya, ada 

pembatasan-pembatasan dalam kontrak kerja. Campur tangan pengadilan 

dapat dijumpai dalam alasan penyebab putusnya perjanjian yang dikenal 

dengan istilah penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).50 

Dalam penjelasan para ahli tersebut bahwa Perjanjian kemitraan yang 

dilakukan oleh para driver sangat berpengaruh atas tanggung jawab yang akan 

diberikan kepada driver yang mendapat orderan fiktif apalagi tidak adanya 

pengembalian dana dari pihak yang bertanggung jawab. Dalam kasus tersebut 

dapat dilihat bahwa pihak shopee sebagai pembuat kontrak atau perjanjian 

tersebut menghilangkan tanggung jawab penuh atas kerugian yang diperoleh oleh 

driver. Dengan membuat perjanjian baku pihak shpee melepas tangan terhadap 

mitranya karena secara bebas mencatumkan pengalihan tanggungjawab terhadap 

perjajian yang dibuat sepihak oleh shopee sendiri tanpa adanya campur tangan 

mitranya 

Jika dikaji dari prinsip-prinsip hukum perjanjian kemitraan shopee food ada 

beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian yang akan 

mengikat pihak yang berjanji. Ada tiga fungsi dan tujuan hukum perjanjian yang 

 
50 Yenny Eta Widyanti, “Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak 

Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak”, Jurnal Pamator, No 1(2011), 98-100 

https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/2447/2024  

https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/2447/2024
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harus diperhatikan dalam menegakkan hukum yaitu51: 

1. Kepastian hukum (rechtssicherheit), berarti menjamin bahwa hukum dapat 

berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. 

2. Kemanfaatan (zweckmassigkeit), berarti menentukan isi dari hukum, sebab isi 

hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

3. Keadilan (gerechtigkeit), berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan 

pengadilan. 

 Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan sebagai penopang 

cita hukum (idée des Rechts). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam 

kehidupannya berhukum. Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, 

namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan 

yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan 

(spannungsverhaltnis) satu sama lain. Sama halnya perbuatan perjanjian 

kemitraan ang harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan 

keadilan hukum.52 

 Perjanjian kemitraan shopee food jika ditinjau dar tiga prinsip tersebut, 

maka bisa dilihat bahwa kepastian hukum sudah ada karena perjanjian yang 

dibuat sudah menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang 

harus ditaati. Hal ini sudah berdasarkan undang-undang dan sudah relevan 

 
51 Niru Anita Sinaga, “peranan asas-asas hukum perjanjian”, 107-108 
52 Niru Anita Sinaga, “peranan asas-asas hukum perjanjian”, 109-112 
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sebagai perjanjian kemitraan pada umumnya, dan jika dilihat dari kemanfaatan 

bahwa perjanjian kemitraan sudah menentukan isi dari hukum, sebab isi hukum 

memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

 Namun, sayangnya perjanjian kemitraan shopee food ini belum berhasil 

mencapai titik tertinggi dan yang paling penting dalam penegakan sebuah hukum 

yaitu prinsip keadilan. Hal ini karena pada hakekatnya hukum itu adalah untuk 

kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum, yang mana masih merugikan 

satu pihak yakni mitra drivernya sendiri. Karena tidak mampu memberikan 

kesamaan hak untuk semua orang.53 

 Hal ini sesuai jika dilihat dari pendapatnya John Rawls bahwa keadilan 

dibagi menjadi dua prinsip  yaitu: (a) prinsip kebebasan setara, bahwa setiap 

individu memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang 

sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (liberty for all). (b)  prinsip sosial 

menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidak setaraan sosial dan ekonomi 

yang disusun agar memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak 

beruntung. 

 Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan 

dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara 

kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. 

 
53 Maya Yogiana Pramudita, “Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pada Perjanjian Baku 

Pengangkutan Barang”, Jurnal Syariati, No. 3(2016). 424-430 
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Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa 

pun.54 Dalam poin kedua memberikan tamparan keras kepada pihak shopee 

sebagai pihak yang diuntungkan dan sekaligus sebagai pihak pembuat perjanjian. 

Menekankan pihak shopee sebagai pihak yang lebih tinggi ekonominya 

dibandingkan driver seharusnya lebih memberikan keamana kenyamana dan 

tanggungjawab bahkan ganti rugi sekalipun terhadap driver yang mendapatkan 

orderan fiktif. 

 Sesuai dengan prinsip keadilan seharusnya pihak shopee memberikan 

pertanggungjawaban kepada mitra driver yang notabenya sudah memberikan 

persentase kepada shopee. Sebagai penyedia fitur yang terdapat didalam 

platformnya shopee berhak mengubah atau menganti mengantisipasi fitur yang 

berpeluang besar dapat merugikan sihak driver misalnya fitur COD (cash of 

delivery) yang menjadi poin besar terjadinya orderan fiktif dalam transaksi 

tersebut atau membenahi aplikasi tersebut agar tidak timbul akibat hukum yang 

dapat merugikan satu pihak. 

 

 
54 Leback, Teori-Teori Keadilan, 58 



 
 

54 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka 

peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Perjanjian kemitraan shopee food merupakan klausula baku atau disebut juga 

dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi dalam pasal 1 no 10 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen jelas memberikan pengertian terhadap perjanjian 

kemitraan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan shopee dengan 

mempersiapkan terlebih dahulu aturan-aturan dan ketentuan perjanjian secara 

mengikat memberikan kewajiban untuk dipenuhi oleh driver. Hal tersebut 

membuat kontrak perjanjian dengan mencantumkan klausula baku. Klausula baku 

yang terdaoat dalam perjanjian kemitraan memberikan keterangan jelas dalam 

bagian 1 perjanjian shopee food bahwa pihak shopee pengalihan tanggung jawab 

terhadap driver yang mendapatkan orderan fiktif. Dalam bagian 17 perjanjian 

shopee juga menegaskan bahwa pihak shopee melepaskan dan membebakan semua 

tanggung jawab atau ganti rugi yang dialami oleh pihak driver. Maka perjanjian 

kemitraan shopee food belom bisa memberikan prinsip keadilan kepada pihak 

driver sebagai mitra 
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B. Saran 

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi platform E-Commerse Shopee perlu untuk menyatakan perjanjian yang lebih 

menguntungkan dua pihak dengan memberikan tanggungjawab dan meningkatkan 

kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh Karen itu driver dalam 

melakukan pekerjaanya sebagai sebagai mitra pengemudi merasa nyaman dan 

aman karena merasa di jaga haknya oleh pihak shopee. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa meneliti lebih luas lagi, 

dikarenakan peneliti sekarang masih dalam ruang lingkup perjanjian shopee food, 

sehingga harapan penulis bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dalam 

platform lain yang ada di Indonesia atau bahkan diluar negeri sekalipun. 
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